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EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM
DALAM PIDANA ISLAM

Oleh: Abd. Salam Arief

1. Pendahuluan

Setiap hukum atau aturan yang diundangkan, baik hukum itu datang
dari Tuhan atau disusun oleh manusia senantiasa bertujuan untuk me-
ngatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, serta untuk me-
lindungi kepentingan manusia dalam aktifitas kehidupannya. Oleh karena
itu tidak ada suatu aturan atau hukum yang mengikat kecuali diundang-
itu, tidak ada suatu aturan atau hukum yang mengikat kecuali diundang-
yang berperan sebagai subyek hukum.

Demikian pula dalam syari’at Islam, aturan dan ketentuan hukum
terhadap suatu persoalan sebelum diberlakukan, terlebih dahulu diung-
kapkan oleh al-Qur’an atau Sunnah Nabi yang sekaligus juga keduanya
menjadi sumber hukum.

Al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 15 secara jelas menginformasikan se-
bagai berikut:

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang
Rasul.

Dalam surat al-Qassas ayat 59 diungkapkan:

PUVEPTD AT RICR R 1O P R
L5\
Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia me-

ngutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat
Kami kepada mereka.

Dari kedua ayat tersebut di atas, kemudian terumuskan gawaid usuliah
shar’iyyah yang berbunyi:
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Sebelum ada ketentuan nas, tidak ada hukum bagi perbuatan orang
yang berakal.

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang pertama tidak menye-
butkan adanya hukuman rajam. Di dalam al-Qur’an hanya dikenal istilah
hukuman jilid terhadap pezina. Penetapan adanya hukuman rajam hanya
diketahui dari Hadis yang dikenakan terhadap pezina muhsan. Dari sum-
ber kedua, yaitu Hadis inilah, kemudian timbul perbedaan pendapat me-
ngenai sah dan tidaknya diberlakukan hukuman rajam terhadap pezina
muhsan. Bagi pihak yang menolak hukuman rajam berargumentasi bab-
wa hadith yang menunjukkan adanya hukuman rajam itu terjadi sebelum
turun surat al-Nur ayat 2, sedangkan pihak yang mengukuhkan adanya
hukuman rajam berpendapat sebaliknya. Perdebatan dan perselisihan
pendapat ini begitu menarik, dengan argumentasinya masing-masing pi-
hak berusaha memperkuat pendapatnya.

Bertitik tolak dari suatu kenyataan yaitu adanya perbedaan pendapat
di kalangan fuqzha dan mufassirin mengenai hukuman rajam ini, me-
nurut hemat kami menarik sebagai bahan pengkajian di samping penting
pula dilakukan analisa hukum dari kedua pendapat yang saling berten-
tangan tersebut. Mungkin di antara kita ada yang setuju dan ada pula
yang tidak setuju terhadap salah satu dari kedua pendapat di atas.

Hanya Tukanlah yang lebih tahu siapa yang benar, karena hanya
kepada-Nya bermuara dan berasal setiap kebenaran. Mengingat sabda
Nabi berikut ini: "Barang siapa berijtihad dan meraih kebenaran, maka
baginya adalah dua pahala dan barang siapa berijtihad ternyata ia salah,
baginya mendapat satu pahala”. Maka pesan inilah yang selalu mem-
berikan dukungan spiritual bagi mereka yang ingin berpendapat. Dan
pesan itu pula, agaknya juga dapat diambil sebagai motto bagi kebebasan
untuk berpendapat.

2. Pengertian Rajam

Sudah menjadi kelaziman dikalangan fuqaha , bahwa dalam meng-
analisa dan membahas ketetapan hukum sesuatu masalah, selalu dida-
hului dengan penjelasan tentang pengertian dari persoalan yang dikaji.
Pengertian itu adakalanya dijelaskan dari segi etimologi dan ada piia

1| ihat Abd al-Qadir Audah, Al-Tashri’ al-Jizi'i al-Iskoni, 1, (Bairut: Dar al
Katib, 1963), hal.114.
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dijelaskan dari segi terminologi.

Dari segi etimologi " x}' - " adalah bentuk verbal noun atav
masdar dari kata kerja " > " yang berarti melempari dengan batu.’
Kadang-kadang  =» juga dapat berarti menerka-nerka, sebagaimana
tersebut di dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 22, " ~>» " dalam
ayat tersebut bermakna menerka-nerka ( ShLJah )3 Sedang
dalam surat al-Mulk ayat 5 berarti alat untuk melempar atau i

Dalam terminologi figih perkataan rajam berarti melempari pezina
muhsan dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya.5 De-
ngan demikian hukuman rajam adalah hukuman mati bagi pezina muh-
san.

Pada umumnya fuqaha tidak berbeda pendapat dalam memberikan
definisi rajam bahkan dalam beberapa literatur figih, mereka tidak lagi
mempersoalkan definisi rajam tetapi langsung memasuki pembahasan
soal-soal yang bersangkut paut dengan hukuman rajam.

Sebagaimana diungkapkan oleh Abu A’la al-Maududi, bahwa hu-
kuman berat bagi pelaku perzinaan itu, telah berlaku pula pada ma-
syarakat Mesir kuno, Babilonia dan Persia lama. Bahkan di kalangan
masyarakat Yunani kuno, hukuman bagi perzinaan adalah hukuman mati;
mereka memandang perzinaan sebagai salah satu perbuatan yang sangat
tercela dan sumber kekacauan masyarakat.

3. Perbedaan pendapat mengenai hukuman rajam

Perbedaan pendapat mengenai hukuman rajam ini, pertama, ber-
pangkal dari perbedaan pemahaman atas kandungan hukum dalam surat
al-Nur ayat 2

5o Wsleleginso s Jly b b3 231

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

2 Luwie Ma’luf, Al-Munjid fi-al-Lughah (Bairut: Dar al-Mashriq, 1986)hal, 251

3 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Tafsir al-Qur‘an al-Majid al-Nur (Jakarta: Bulan
Bintang, 1965), XV : 136.

4 Ibid, lihat juga Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Mesir 1974), XIX : 8

5 Lihat Muhammad Abu Zahra, al-Uqubah fi Fighi al-Islam (Mesir: dar al
Fikri, ttp), hal. 142.

6 Abu A’la al-Maududi, Tafsir Surah al-Nur. (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1960),
hal. 41-42.
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Kedua, perbedaan penilaian terhadap sah dan tidaknya penetapan huku-
man rajam berdasar hadith yang dipandang tidak cukup kuat oleh mereka
yang menolak hukuman rajam. Ketiga, keyakinan sementara pihak yang
berpendapat bahwa hukuman rajam yang pernah diterapkan Nabi adalah
terjadi sebelum turunnya surat al-Nur ayat 2, dan sangsi hukuman rajam
itu tidak berlaku lagi semenjak diundangkan surat al-Nur ayat 2 tersebut.
Adapun dua pandangan yang saling berbeda pendapat ini ialah
Fuqaha Jumhur yang berpendirian, bahwa hukuman rajam diberlakukan
terhadap pezina muhsan dan bagi pezina yang bukan muhsan dikenakan
hukuman jilid. Sedangkan pihak-pihak yang menolak adalah Khawarij,
sebagian fuqaha Shi'ah dan sebagian fugaha Mu'tazilah.” Mereka ber-
pendirian bahwa surat al-Nur ayat 2 adalah dasar ketetapan hukuman jilid
yang berlaku baik bagi pezina muhsan atau bagi pezina yang bukan muh-
san. Mereka mengajukan argumentasi sebagai berikut:
1. Hukuman rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang amat berat
dalam Pidana Islam, seharusnya ditetapkan secara jelas dan konkrit
di dalam al-Qur’an, tapi ternyata al-Qur’an tidak menyebutkan ra-
jam sebagai saksi hukuman. Dengan demikian menunjukkan bahwa
hukuman rajam tidak dapat diberlakukan.®

2. Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 25 menyebutkan:

elyasll \_)&uwu@mu@fug RUPSS{HF;
Sl

Dan apabila mereka (hamba sahaya) telah menjaga dirt dengan
kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zi-

na), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-
wanita merdeka yang telah bersuami.

Ayat tersebut jelas menerangkan baihwa hukuman hamba wanita
yang telah kawin dan berbuat zina, adalah seperdua dari hukuman
wanita merdeka yang telah nikah. Hal ini menunjukkan bahwa
hukuman rajam yang berarti hukuinan mati tak pernab terlintas
sebagai hukuman zina yang ditetapkan, mengingat hul\unmn Mt
tidak dapat dibagi dua, bila diterapkan terhadap hamba w anita.”

7 Muhammad Abu Zahrah, Falsafah al-Uqubah i ul-Figh al-Islam, (Kairo,
1963), hal. 113.

® Ibid, hal. 114.
® Muhammad Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Matba’ Ali Sabih, ttp), II :
107.
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e Ll lganly Jonly Joli 1 21

Ayat tersebut jelas mengungkapkan bahwa hukuman jilid adalah
diterapkan atas semua pezina baik wanita atau laki-laki, redaksi ayat
tersebut tidak mengandung klausal hukum yang mengecualikan, se-
dang khabar ahad yang digunakan untuk mentahsis ayat tersebut
yang menekankan hukuman rajam tidak cukup kuat.'®

Terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang
tidak sependapat diterapkan hukuman rajam ini, Fugaha Jumhur
memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya hukum syara’ itu diberlakukan sesuai dengan kepen-
tingan dan maslahat terhadap persoalan yang baru timbul, demikian
pula kemaslahatan penerapan hukuman rajam diperlukan dan terjadi
setelah turunnya surat al-Nur ayat 2, dan cukuplah sunnah menetap-
kan hukuman rajam sebagai penjelas dan penyempurna, yang ber-
fungsi pula sebagai tafsil terhadap ayat-ayat al-Qur’an.!!

2. Sebenarnya yang dimaksud dengan "muhsanar " dalam redaksi ayat

e liadieliim g ls

adalah wanita-wanita merdeka, sedangkan wanita-wanita merdeka
itu ada dua macam, yaitu yang telah kawin dan gadis. Dan sanksi
bagi keduanya bila berzina juga berbeda yaitu rajam dan jilid 100
kali. Hukuman rajam tidak dikenakan atas hamba wanita, tapi husus
bagi wanita-wanita yang merdeka sesuai dengan sifat dari hukuman
rajam itu sendiri yang tidak bisa dibagi dua, hal ini sesuai pula
dengan pemikiran akal. 12

3. Mentahsis keumuman ayat al-qur’an dengan khabar ahad itu diper-
bolehkan. Karena lafaz-lafaz yang umum di dalam al-quran itu,
meskipun qat’i dari segi matannya, tapi dhanni dari segi penunjukan
dalilnya, hal ini memungkinkan untuk mentahsis keumuman ayat al-
qur’an dengan dalil dhanni.!?

Alasan-alasan penolakan hukuman rajam yang dikemukakan oleh Kha-

1 Ibid.

" Ibig.

12 Ibid. Lihat pula Abu Zahrah, op.cit, hal. 115.
13 Muhammad Ali al-Sayis, op.cit, hal.107.
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warij maupun oleh sebagian Mu’tazilah dan sebagian Shiah bagi
fugaha’ Jumhur memang dianggap tidak kuat. Namun demikian
argumentasi yang diutarakan Jumhur oleh anggapan sementara yuris
dan mufassirin pun belum memberikan pendapat yang memuaskan.
Hal ini terbukti dari berbagai pendapat berikut ini. Misalnya Dr.
Anwar Haryono S.H. yang mengemukakan: bahwa rajam yang
pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah dijatuhkan terhadap orang
Yahudi berdasar kitab Taurat. Keputusan tersebut kemudian menjadi
preseden di dalam hukum. Oleh karena itu, siapa yang berbuat zina
setelah itu dijatuhi hukuman rajam. Begitu juga diterapkan terhadap
orang Islam. Kebnjaksanaan ini boleh jadi karena surat al-Nur ayat 2
belum turun.! Sedangkan Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddigie sebagai-
mana diungkapkan dalam tafsir al-Nur berpendapat sebagai berikut:

Saya menarik kesimpulan bahwa hadith/sunnah yang diriwayatkan
dari Nabi, baik qauli maupun fi'li mengenai rajam adalah berlaku
atau diturunkan sebelum a at-ayat al-Nur (1-7) dan sebelum surat
al-Nisa’ (25) ... maka hukum y4ue muhkam yang terus berlaku
hingga sekaranv ialah hukum jilid.

Penolakan hukuman rajam dikemukakan pula oleh Maulana Muham-
mad Ali yang mengatakan bahwa, hukuman rajam bagi Muhsan tidak
tercantum dalam al-Qur’an; al-Qur’an hanya mengutarakan sanksi
bagi pezina dengan hukuman jilid. Sedangkan hadith yang menunjuk
hukuman rajam adalah diterapkan Nabi terhadap orang-orang Yahudi
sebagaimana tercantum dalam kitab mereka, dan hadith lain yang juga
menunjukkan Nabi menerapkan hukuman rajam, itu terjadi sebelum
turunnya surat al-Nur ayat 2. Adapun mengenai riwayat dari Umar
yang menyatakan bahwa hukuman rajum itu tercantum dalam kitab
Allah yang kemudian dinasah, yaog dimaksud Umar bukanlah kitab
al-qur’an, tetapi kitab Taurat. Dengan demikian selama ini ada keke-
liruan pemahaman dikalangan orang I<iam. 16

Sementara yang sependapat dengan Jumhur antara lain, Prof. Dr.
Hamka, yang berpendapat: Meskipun rajam itu tidak tersebut dalam
al-qur’an, tetapi hal itu telah dilakukan oleh Rasul dan dijadikan
sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya seperti Abu Bakar,

" Anwar Haryono, Hukwn Islam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1968), hai. 178-179.

15 Hasbi Ash-Shiddigie, ap.cit, XVIII, hal. 8.

16 Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam (National Publication &
Printing House, ttp), hal. 754-756.
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Umar, Ali, Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah, mereka itu saha-
bat-sahabat yang besar dan ternama. 17

Muhammad Husain Al-Taba’ Tabai salah seorang mufassir
terkenal dari kalangan shiah, yang tafsirnya banyak dikaji di kalangan
Sunni mengemukakan, bahwa hukuman jilid itu berdasarkan ketentuan
ayat al-Qur’an, kemudian ayat ini dltakhsxs oleh hadith, maka berla-
kulah hukuman rajam bagi muhsan.'® Al-Maududi yang mengkaji
secara husus mengenai surat al-Nur ayat 2, setelah memberi alasan
berdasar dalil naqli dan agli menyimpulkan bahwa, sangsi perzinaan
dalam surat al-Nur itu diberlakukan bagi yang bukan muhsan, se-
dangkan yang muhsan berlaku baginya sunnah Rasul.!° Deretan para
Mufassirin yang cenderung kepada pendapat jumhur ini dikemukakan
pula dalam tafsir al-Maraghi, juga dalam tafsir Mafatih al-Ghaib
(al-Razi) maupun dalam tafsir Rukh al-Bayan oleh Ismail al-Haqi.ZO
Menarik dicatat pula, adalah pendapat Zamahshari dalam al-Kashshaf
salah satu tafsir dari kalangan Mu’tazilah dengan tegas ia berpendapat,
bahwa dalam surat al-Nur itu merupakan landasan hukum bagi sangsi
perzinaan yang bukan muhsan, sedang yang muhsan berlaku baginya
hukuman rajam Pendapat Zamahshari ini jelas berlandaskan hadith
Nabi, meskipun karyanya itu tergolong tafsir bi al-ra’yi.

4. Beberapa hadith sebagai landasan hukuman rajam

HowsZa) B frnzs Sely i s (LM_;L\@LA\_JMJ\;
b, 2l da 2L I8! ‘M@JUL%JQQQ‘
2 5led

) >

Ambillah daripadaku, karena Allah telah memberikan jalan (hu-
kuman) bagi mereka, gadis dengan gadis adalah jilid seratus

17 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), XVIII: 130

18 Muhammad Husain Al-Taba’ Tabai, al-Mizan fi al-Tafsir al-Qur'an
(Libanon: Muassasah al-Amali, 1973), XV : 79.

19 Lihat Al-Maududi, op.cit, hal. 53-56.

20 penafsiran mereka dapat dilihat dalam penafsiran surat al-Nur ayat 2 dan
surat al- Nisa’ ayat 25.

2! Zamahshari, Tafsir al-Kashshaf. (Mesir: Babi al-Halabi, 1966), III : 47.
22 Muslim, Sahik al-Muslim (Surabaya: Said Nabhan, ttp) II : 48.
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kali dan pengasingan satu tahun, janda dengan janda (yang telah
kawin) jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.

P O PO PO O S ROV S\ R
ol el g1 Lasite
EECIRITEVER POPG R FEP I (N E
ol Jlas  demalf Jo il AU b,
K Joliseue ool JB ) 332 s ateatlfos
4z 050 @l gl e et By ashab b
JelfTaaal Jlyatdls ady i asle
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Dari Abu Hurairah bahwa seseorang lelaki dari dusun datang
kepada Nabi s.a.w. ia berkata: Ya Rusvlullah, demi Tuhan saya
minta agar tuan memberikan keputusan kepada saya berdasar
kitab Allah. Kemudian lawannya yany lebih pandai dari lelaki
terscbut berkata: Ya, berikan keputusan tentang kami berda-
sarkan kitab Allah. Dan berikan izin k=pada saya untuk ber-
hicara. Maka berkata Nabi kepadanya. Katakanlah! Berkatalah
orang lelaki dusun itu. Anak lelaki saya menjadi buruh (be-
kerja) pada orang ini, kemudian ia berzina dengan istrinya, dan
saya diberi tahu bahwa anak saya dikerakan rajam. Kemudian

B Bukhari, Al-Bukhari, (Libanon: Bairut, ttp), IV : 178. Lihat juga Sahih al-

Muslim, 11, hal. 53.

66



saya tebus anak saya itu dengan seratus ekor kambing dan
seorang hamba perempuan kecil. Kemudian saya bertanya
kepada ahli ilmu, mercka memberi tahu saya bahwa anak saya
dijilid seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan isteri orang
ini dikenakan rajam. Kemudian Rasulullah berkata: Demi Zat
ang menguasai diriku, saya akan memberikan keputusan antara
Kamu berdua berdasar kitab Allah; mengenai hamba perempuan
kecil dan kambing, maka kembali kepadamu dan terhadap
anakmu laki-laki dikenakan seratus kali jilid serta pengasingan
satu tahun. Pergilah kamu ya Unais kepada isteri orang ini
(lawan orang dusun) kalau ia mengakui maka rajamlah ia.

T USSR
SR EPITTY DRSNS W)
Lol e e 20l ot Gl ll_Bgus e SN
Gomediey e Sl By Y d ey
(D 4eBe bl Tade s e 33
\iu’.‘j\i_‘: f\-AJL:\:-d;\S\)LpAm_JyJ o(.c—a C’\:\e,fi

* ogeambailymsls oy de i Lozl

Seorang laki-laki muslim menghadap Rasulullah sedang beliau
berada di mesjid, kemudian orang itu berkata; Wahai Rasu-
lullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Maka Nabi berpa-
ling kepadanya sampai orang tersebut mengulangi pengaku-
annya sebanyak empat kali. Kemudian Nabi memanggilnya dan
bertanya: Apakah kamu gila? ia menjawab tidak. Nabi bertanya
lagi: Apakah kamu muhsan, ia menjawab benar. Nabi meme-
rintahkan, bawalah ia dan rajamlah.

u Bukhari, op.cit, IV, hal. 177. Lihat juga Sahih al-Muslim, 11, hal. 49.
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Dari Jabir bin Abdillah al-Ansari berkata: Bahwa seorang
laki-laki dari kalangan Islam menghadap Rasulullah dan mem-
beri tahu kepada beliau, bahwa ia telah berbuat zina, ia mengu-
langi pengakuannya sebanyak empat kali. Kemudian Rasulullah
mehmerintahkan merajam laki-laki tersebut sedangkan ia telah
muhsan. '

5. Tahap-tahap diberlakukannya sanksi perzinaan

Dalam syariat Islam, sanksi terhadap sesuatu perbuatan diberla-
kukan setahap demi setahap, bahkan ada pula larangan itu dimulai de-
ngan cara yang bersifat peringatan dengan berbagai ragam ungkapan
vang dinyatakan dalam al-Qur’an. Meminum khamer dan berjudi um-
pamanya, sebelum larangan itu dinyatakan secara tegas dalam surat
al-Maidah ayat 90, terlebih dahulu surat al-Baqarah ayat 219 menyatakan
bahwa "khamer dan judi itu terdapat dosa besar dan bermanfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Ungkapan
tersebut sebagai himbauan dan peringaten agar kaum Muslimin
meninggalkan judi dan minuman khamer yang di kala itu begitu menga-
kar dalam masyarakat Arab.

Demikian pula sanksi bagi perzinaan juga diberlakukan tahap demi
tahap, sejalan dengan ayat yang diundangkan. Pada awalnya sanksi perzi-
naan dinyatakan dalam surat al-Nisa’ ayat 15 dan 16.

o SCoryf Hedelyap ik Selis e tiis b,
Bl jagf slioa d 5y s N3 5a Kbl s
Mo

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina)
hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyak-

25 Bukhari, op.cit, IV, hal. 176.



sikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,
maka kurunglah mereka itu dalam rumah sampai mereka menemui
ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

3 ez VT Lol B Lomy3ls Sl i 10,
s b5l

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika
keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.
Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Menurut mufassirin, pada awal Islam sanksi perzinaan adalah kurungan
bagi wanita yang telah kawin dan bagi gadis dicerca, sedang bagi
laki-laki dipermalukan dan dicerca di hadapan khalayak ramai.?®
Sanksi yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut adalah bersifat
temporer, karena dalam ayat tersebut ada pula penegasan "Sampai Allah
memberikan jalan lain bagi mereka" yang berarti pula akan ada sanksi
lain yang akan diberlakukan. Kebenaran ini terwujud dalam surat al-Nur
ayat 2 tersebut, yang menurut riwayat bersumber dari ’Aishah dan Saad
bin Mu’ad, diwahyukan pada tahun keenam semenjak hijrahnya Nabi ke
Madinah 2/
Sedangkan surat al-Nisa’ menurut riwayat yang juga bersumber dari
"Aishah diwahyukan tahun pertama semenjak hijrahnya Nabi.2®
Tahap-tahap diberlakukannya ketentuan hukum dalam syariat Islam
ini, karena syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia,
serta sesuai pula dengan prinsip ajaran yang dibawanya, yaitu tidak
memberikan kesempitan kepada manusia. Sebagaimana diisyaratkan da-

lam surat al-Haj ayat 78.
@otonliG S yas s,

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan.

?® Muhammad al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir (Bairut: Dar al Fikri, 1985) XII:
135.Lihat juga, Ibn Qudamah, al-Mughni (Riyad: Maktabah al-Hadithah, ttp) VIII:156.

z Al-Maududi, op.cit, hal. 9-10.

2 Muhammad Rashid Rida, Tafsir al-Qur'an al-Karim al-shahir bi al-Tafsir
al-Manar, (Bairut:Dar al-Ma’rifah, ttp ) IV : 320.
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Agaknya kurang beralasan sementara pendapat yang berpendirian, bah-
wa hukuman rajam adalah sanksi pertama dalam kasus perzinaan yang
diterapkan Nabi, yang kemudian diganti dengan hukuman jilid. Pene-
rapan hukuman dari sanksi yang lebih berat kepada sanksi yang lebih
ringan adalah tidak selaras dengan prinsip ajaran agama itu sendiri.
Apabila tujuan diterapkan sanksi dalam pidana Islam bukanlah pemba-
lasan, tetapi untuk preventif dan edukatif, kedua tujuan itu lebih dapat
tercapai melalui tahap demi tahap dalam pelaksanaannya.

Scdangkan riwayat yang diambil sandaran, oleh sementara pendapat
yang berpendirian, bahwa Nabi menerapkan hukuman rajam lebih dahulu
daripada jilid adalah tidak jelas kandungannya. Riwayat tersebut
bersumber dari Abu Ishaq al-Shaibani sebagai berikut:

:le“.(,’izj\s ‘id'f\\._.ﬂy)@&mé)b(d\dt»
SO O\ N | i(burbﬂ‘é}wy

Saya bertanya kepada Ibn Abi Aufa, apakah Rasulullah merajam

scorang pezina? Dia menjawab, ya, kemudian aku bertanya lagi:

Apakah sebelum surat al-Nur atau sesudahnya? Jawabnya: Saya

tidak ingat lagi.

Kandungan riwayat tersebut tidak menunjuk dengan positif, bahwa
rajam Iebih dahulu diterapkan oleh Nabi dari pada jilid, riwayat tersebut
justru memberikan pengertian yang belum jelas kapan rajam itu diber-
lakukan Nabi, yang jelas, riwayat tersebut justru memberikan lepitimasi
adanya rajam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah. Dengan demikian
riwavat dari Abu Ishaq al-Shaibani tersebut tidak cukup kuat untuk
mendukung pendapat bahwa rajam lebih dahulu  diterapkan Nabi
daripada jilid.

Mengenai argumentasi yang dikemukakan Khawarij, bahwa khabar
ahad tidak kuat untuk mentahsis al-Qur’an adalah suatu argumentasi yang
naif.>% Karena kenyataannya ada kandungan al-Qur'an yang bersifat
umum yang kemudian dijelaskan atau ditahsis oleh hadis.

Misalnya dalam surat al-Maidah ayat 11 disebutkan:
R B

% Bukhari, ap.cit, IV, hal. 179 dalam bab hudud.

30 1 ihat, Tbn Qudamah, op.cir, VIII, hal. 158-159 di sana diungkapkan dialog
yang cukup seru antara Khawarij dan Umar Ibn al-Aziz mengenai hukuman rajam.
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Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk
anakmu,

Redaksi ayat tersebut adalah bersifat umum, Yaitu semua anak akan dapat
memusakai harta orang tuanya. Kemudian ayat tersebut ditahsis oleh ha-
dis Nabi:

Pertama: 3'&_“1\‘/5(]‘@%&‘9}(92‘\‘;{.‘41\ C)_iy

Orang muslim tidak dapat mempusakai harta orang kafir dan orang
kafir tidak dapat mempusakai harta orang muslim.

Kedua: 32 s ol -
gl dinaslall o
| Pembunuh tidak dapat harta pusaka dari yang dibunuh.
Dalam surat al-Maidah ayat 38 disebutkan:

(g Myala3la s, L, (Ll

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah
tangan keduanya.

Seandainya tidak ada tahsis dari Nabi mengenai nisab pencurian, njscaya

setiap pencuri tentu dipotong tangannya, walaupun ia hanya mengambi}

sehatang jarum. Ayat tersebut ditahsis oleh Nabi yang diriwayatkan dari
\ishah sebagai berikut:

.. Y w -
NI LR R SR Vi) Wt N |
33 .
. \AL(.*ABJ&;_J‘:[-_U
Nabi berkata: Tangan pencuri dipotong pada pencurian yang ber-

vilai seperempat dinar ke atas.

Demikian pula penjelasan Nabi mengenai surat al-Nisa, 23:

]
% -
@b}‘wﬁybmjﬂ/ﬁw@
Dalam ayat tersebut yang dilarang untuk dikawini adalah ibu yang me-
nvusui dan saudara perempuan sepersusuan, kemudian dijelaskan oleh

3 Lihat, Bukhari dalam bab al-Mirazh,
32 Lihat, Sunan al-Nasai dalam bab al-Faraid. -
33 Lihat, Bukhari dalam bab a/-Hudud,
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Rasulullah lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas:
Bahw% 4mengawini anak perempuan dari saudara sepersusuan juga tidak
boleh.

Rasulullah tidak pernah mensyariatkan suatu hukum yang berten-
tangan dengan al-Qur’an dan tidak pernah pula menetapkan suatu prinsip
yang berlawanan dengan al-Qur’an. Karena hukum-hukum yang ditetap-
kan Rasulullah tidaklah melampaui tiga bidang berikut ini:

1. Tagrir, yaitu menetapkan hukum yang telah disyariatkan al-Qur’an.
2. Tabyin, yaitu menjelaskan hukum yang telah disyariatkan al-Qur’an.

3. Tashri’, yaitu mengundangkan hukum terhadap hal-hal yang tidak
dijelaskan hukumnya dalam al-qur’an.

Dengan demikian hadith Nabi mengenai rajam adalah dalam rangka
memperjelas kandungan al-Qur’an yang tertera dalam surat al-Nur ayat
dua, yang bersifat umum tersebut.

Dalam sejarah penerapan hukuman rajam, hukuman ini tidak di-
permasalahkan, baik pada masa Khulafa’ al-Rashidun maupun pada masa
Tabiin, ketentuan hukuman rajam ini mereka terima dan mereka
jalankan. Eksistensi hukuman rajam ini baru dimasalahkan oleh orang-
orang Khawarij pada akhir abad pertama Hijriah.35 Pengaruh pemikiran
Khawarij mengenai hukuman rajam ini kemudian menjalar di kalangan
fugaha, di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra.

Kalau ditelusuri lebih lanjut sikap Khawarij mengenai hukuman
rajam ini, agaknya merupakan kelanjutan dari pemikiran mereka yang
berkaitan dengan surat al-Maidah ayat 44:

Qz}LeaS\)éL;f JYAAIs‘J}T\-c PNy
Barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Ayat tersebut diambil sebagai dalil di kala mereka menolak arbitrase
antara Ali dan Muawiyah dalam perang Shiffin. Dan Khawarij meng-
hukumi kafir terhadap pihak-pihak yang menerima arbitrase ini. Dari

persoalan politik kemudian merambat ke persoalan teologi. Yang
dianggap kafir oleh Khawarij bukan hanya orang yang tidak menentukan
hukum dengan al-Qur’an, tetapi orang yang berbuat dosa besar (murtakib
al-kabair) juga dipandang kafir. Pemikiran dan sikap Khawarij kemudian

i Lihat, Bukhari dan Muslim dalam bab Al-Radaah.
35 Al-Maududi, op.cit, hal. 54.
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juga berkembang dalam bidang hukum, dari surat al-Maidah ayat 44
tersebut, mereka mengambil semboyan: 36 ad ﬁ.\l (tiada
hukum selain dari hukum Allah).

Dengan demikian bagi Khawarij hanya menerima hukum yang ter-
cantum dalam al-Qur'an, titik tolak pemikiran Khawarij ini pernah di-
kritik oleh Umar Ibn Abd al-Aziz dalam dialog mereka sewaktu Kha-
warij bersikeras hanya mengambil landasan hukum dari nas al-Qur’an
saja.

6. Rajam , hukuman maksimal dan bersifat insidentil

Hukuman rajam adalah termasuk katagori hukuman had dan
merupakan pidana yang paling berat bagi pelaku delik perzinaan. Oleh
karena itu sebelum Hakim menjatuhkan hukuman had, haruslah ter-
penuhi dahulu serangkaian Syarat-syarat dan ketentuan yang sangat ketat.
Ketatnya persyaratan dalam menjatuhkan hukuman had inj dapat
difahami dari pesan Nabi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib:

38;"»(@,1..5'.]‘._.3_, 1dilys, !

Hindarkan hukuman hudud karena adanya shubhat (ketidakjelasan).

Dari berbagai riwayat yang menceritakan keputusan Nabi terhadap pe-
laku perzinaan dapatlah difahami, bahwa Nabi dalam setiap vonis yang
dijatuhkannya selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku
perzinaan ini. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas dikemu-
kakan: Bahwa datang seorang laki-laki menghadap Nabi dan mengaku
berbuat zina, kemudian tiba saatnya waktu sembahyang, lalu laki-laki
tersebut bersembahyang bersama Nabi, setelah selesai sembahyang laki-
laki tersebut mengulang kembali pengakuannya dan minta keputusan dari
Nabi. Kemudian Rasulullah berkata:

UL N | NI o COUNES AP SO I
39 w ..
. __fﬁdo-‘grg:‘lf\ A\.jzu
Bukankah kamu telah sembahyang bersama kami? laki-laki itu

menjawab "ya" kemudian Nabi berkata: Sesungguhnya Tuhan telah
mengampuni dosamu atau mengampuni hukuman hadmu.

* Harun Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: Ul Press, 1983), hal. 7.
¥ Lihat Tbn Qudamah, ap.cir, VIIL, hal. 158,

%8 Lihat Sunan al-Turmudhi dalam Kitab al-Huduod,

% Lihat, Bukhari dan Muslim dalam bab al-Hudud
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Di dalam riwayat lain disebutkan, tatkala Maiz bin Malik al-Aslami
merasakan kepedihan rajam maka ia berusaha melarikan diri, akan tetapi
ja tertangkap kembali dan para sahabat terus merajamnya, sampai Maiz
menemui ajalnya. Tatkala peristiwa tersebut disampaikan kepada Ra-
suluilah beliau berkata:

40 w N [ 2 -

N TP WS £

Mengapa tidak kalian biarkan dia, mudah-mudahan dia bertaubat
kepada Allah dan Allah menerima taubatnya.

Dari riwayat yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu pendapat,
bahwa bagi seorang pezina, sekalipun ia pezina muhsan, bila moralnya
masih bisa dibina, dan ia menyesali segala perbuatannya serta bertaubat
kepada Tuhan, maka hukumannya dapat diperingan. Bahkan Ibn Tal—
miyah berpendapat, bahwa hukuman had dapat gugur lantaran taubat.*
Ibn Rushd juga mengungkapkan berbagai pendapat yano menyatakan,
bahwa hukuman had zina dapat gugur dengan bertaubat. 42 Namun me-
nurut hemat kami bagi pezina muhsan yang dipandang moralnya tidak
bisa diperbaiki lagi, perbuatannya telah dilakukan berulang-ulang, atau
perbuatannya bisa menimbulkan kehancuran rumah tangga dan per-
selisihan di masyarakat, maka sudah selayaknya bagi pezina tersebut di-
jatuhi hukuman rajam sebagaimana yang telah dilaksanakan Rasulullah.

Dari berbagai riwayat dari tindakan Rasulullah menerapkan huku-
man rajam, adalah merupakan alternatif hukuman yang paling berat yang
dapat dipartimbangkan untuk dijatuhkan terhadap pezina muhsan. Yang
sekaligus berfungsi pula untuk menakut-nakuti agar supaya seseorang
menghindari diri dari larangan syara’ yang mempunyai resiko tinggi
dalam penerapan hukumannya, yaitu hukuman rajam (hukuman mati).
Dalam hubungan ini Prof. Hasbi Ash-Shiddigie sewaktu mengungkapkan
segi keagungan dan kesempurnaan syariat Islam mengungkapkan, bahwa
hukuman rajam menurut sebagxan pendapat itu bersifat politis bukan
hukum yang bersifat mutlak. 43

Dengan demikian hukuman rajam yang merupakan hukuman mati
bagi pezina muhsan adalah bersifat insidentil yang penerapannya dilihat

40 1bid.
%1 Jbn Taimiyah, Majmu’ Fatawa, (Riyad: Maktabah al-Hukumah, 1386 H)
XIV: 179- 180.

“? Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid, (Singapore: Cet. 111, up) I1 : 458.
% Majalah “Al-Jamiah" No: 6, th 1962, hal. 3-4.
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dari kasus per kasus, karena hukuman mati dalam pidana Islam penera-
pannya harus melalui pertimbangan matang serta mempertimbangkan
kemaslahatan individu dan masyarakat.

Kesimpulan
1. Eksistensi hukuman rajam diakui dalam pidana Islam, berdasarkan
sunnah Nabi, baik sunnah fi’liyah atau sunnah qauliyah.

2. Hukuman rajam adalah hukuman maksimal yang dapat dipertimbang-
kan menjadi alternatif hukuman bagi pezina muhsan.

3. Hukuman rajam adalah bersifat insidentil yang penerapannya dilihat
kasus per kasus berdasarkan kemaslahatan individu maupun masya-
rakat.
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